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GLOSSARY 

 

BPHTB :  Bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan merupakan pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan bangunan 

yang menjadi kewajiban pembeli hak 

atas tanah. 

Jual Beli Tanah : Perbuatan hukum pemindahan hak atas 

tanah dari penjual kepada pembeli 

dengan pembayaran secara tunai. 

Nilai Pengalihan :  Besarnya harga jual beli hak atas tanah 

dan bangunan bagi penjual sebagai 

dasar pengenaan pajak penghasilan 

(PPh). 

Nilai Perolehan :  Besarnya harga jual beli hak atas tanah 

dan bangunan bagi pembeli sebagai 

dasar pengenaan bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB). 

Nilai Transaksi :  Besarnya harga jual beli hak atas tanah 

dan bangunan yang telah disepakati 

oleh penjual dan pembeli. 

NJOP :  Nilai jual objek pajak yang tertera pada 

surat pemberitahuan pajak terutang 

pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB). 

NPOP : Nilai perolehan objek pajak. 
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NPOP TKP : Nilai perolehan objek pajak tidak kena 

pajak. 

Official Assessment :  Penetapan besarnya pajak terutang yang 

ditetapkan oleh aparat perpajakan. 

Pajak Final : Pajak yang harus dibayar pada saat 

terjadi tatbestand (perbuatan, keadaan, 

peristiwa yang menyebabkan hutang 

pajak). 

Pemeriksaan Pajak : Tindakan yang dilakukan oleh aparat 

perpajakan untuk mencari bahan-bahan 

dalam menetapkan jumlah pajak yang 

terutang dan yang harus dibayar. 

Penelitian : Verifikasi yang dilakukan oleh aparat 

perpajakan atas kebenaran data dan 

kelengkapan bukti pembayaran pajak 

dan dokumen pendukung. 

Penetapan Harga :  Kegiatan menetapkan harga tanah dan 

bangunan oleh aparat perpajakan 

sebagai dasar pengenaan pajak. 

PPh :  Pajak penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan 

yang menjadi kewajiban penjual. 

Self Assessment :  Penetapan besarnya pajak terutang yang 

ditetapkan oleh wajib pajak. 

SPPT PBB : Surat pemberitahuan pajak terutang 

pajak bumi dan bangunan. 
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SSP-PPh : Surat setoran pajak yakni bukti setoran 

PPh. 

SSPD-BPHTB :  Surat setoran pajak daerah yakni bukti 

setoran BPHTB. 

Surat Pernyataan Pengalihan Hak : Surat pernyataan yang dibuat oleh 

penjual hak atas tanah dan bangunan 

mengenai besarnya harga jual beli (nilai 

transaksi). 

Validasi :  Kegiatan penelitian oleh aparat 

perpajakan atas bukti pembayaran pajak 

dengan mencocokkan identitas wajib 

pajak dan dokumen pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


